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“WARGA Sleman Didenda Rp 50 Ribu

Gegara Beri Duit pada Manusia Silver.”

Demikian berita yang tersebar di media

massa cetak maupun online akhir No-

vember. Demi menegakkan Perda No 1

Th 2014 tentang Penanganan Ge-

landangan dan Pengemis, Satpol PP

DIY, 24/11/2021, menjaring tiga (3) war-

ga Sleman yang ketahuan memberi

uang kepada manusia silver yang berak-

si di pertigaan Jln Raya Yogya-Solo,

Maguwoharjo.

Berdasarkan Perda Penanganan

Gelandangan dan Pengemis yang dibuat

2014, Pemda DIY memang melakukan

penanganan model lain terhadap gelan-

dangan dan pengemis (gepeng). Guna

mencegah maraknya gepeng di seantero

DIY, yang dikenai sanksi bukan banya

gepeng. Dalam pasal 21 ayat (1), (2) dan

(3), sanksi juga padaa mereka yang

memberi uang dan/atau barang seba-

gaimana disebut pasal 22 ayat (1).

Asumsinya, bila tidak ada warga yang

memberikan uang pada gepeng, maka

secara otomatis gepeng akan hilang dari

DIY. Bagaimana fakta di lapangan?

Ilmu Hukum

Implementasi perda tentang pe-

nanganan gepeng yang dilakukan Satpol

PP DIY tersebut ditinjau dari segi

yuridis formal, sudah tepat. Tetapi

berdasarkan kondisi dan situasi sosiolo-

gis saat ini, atau berdasarkan kondisi

sosial faktual – saat pandemi Covid-19

belum berakhir – boleh dikatakan ku-

rang tepat. Situasi sosial ekonomi dan

sosial budaya saat ini kurang men-

dukung diberlakukannya perda tentang

penanganan ‘gepeng’ secara tegas dan

konsisten.

Dalam ilmu hukum, peraturan perun-

dang-undangan di Indonesia ada

tingkatannya. Peraturan Daerah (Perda)

tingkatannya di bawah Peraturan

Presiden (Perpres). Di atas itu ada UU,

Tap MPR dan yang tertinggi UUD 1945.

Dengan demikian, penerapan perda per-

lu mempertimbangkan betul situasi dan

kondisi kemasyarakatan. Atau,

kalaupun hendak diterapkan secara

tegas, penerapannya harus secara kon-

sisten, dan dilakukan secara terus-

menerus. Jangan kadang-kadang di-

lakukan, dan seringkali justru tidak.

Kecuali itu, penerapan perda tersebut

juga harus merata. Tidak pilih-pilih

lokasi dan jenis gepeng. Kalau mau kon-

sisten, seharusnya tidak hanya pemberi

uang pada pada manusia silver saja

yang diberi sanksi. Melainkan juga pem-

beri uang pada gepeng lain, termasuk

gepeng yang beroperasi di rumah-rumah

pribadi, di toko-toko, dan di lingkungan

dekat tempat peribadatan.

Perlu Diluruskan

Berkaitan dengan diadilinya tiga war-

ga Sleman karena memberi uang pada

manusia silver, ada sesuatu yang agak-

nya perlu diluruskan, menyang-

kut ‘jenis kelamin’ atau pen-

jenisan manusia silver. Sesung-

guhnya, manusia silver itu ter-

masuk pengamen ataukah

pengemis? 

Kalau menilik sejarah kemu-

nculannya, manusia silver jelas

masuk kategori pengamen. Ma-

nusia silver pertama kali muncul

di Bandung tahun 2012. Kala itu

manusia silver di Bandung mem-

bentuk komunitas dengan nama

Komunitas Silver Peduli. Tujuan

pembentukannya untuk meng-

galang dana guna mencukupi ke-

butuhan hidup keluarga komuni-

tas dan anak-anak jalanan.

Dalam perkembangan lebih

lanjut, manusia silver hadir se-

cara perseorangan. Saat ini manusia sil-

ver telah hadir di seantero Indonesia,

khususnya di kota-kota besar.

Penampilannya memang bak penga-

men, khususnya pengamen seni pan-

tomin. Tetapi karena pada umumnya

tampilan seninya minim, bahkan tidak

ada, kehadiran mereka lebih pas disebut

pengemis. Wajar bila di berbagai kota di

seluruh Indonesia, manusia silver dikat-

egorikan sebagai pengemis.

Mungkinkah manusia silver diarah-

kan untuk menjadi pengamen jalanan,

sebagaimana pengamen-pengamen

jalanan lainnya yang tidak diberi sanksi

oleh pemda? Bisa ya, dan bisa pula tidak.

Tergantung pemerintah maupun aktivis

sosial dalam menyikapinya. Suatu hal

yang jelas, penggunaan bubuk berwarna

silver, yang sesungguhnya merupakan

pewarna tekstil, bisa menimbulkan efek

yang tidak baik bila dibalurkan pada

kulit manusia. Karena mengandung zat

kimia.  ❑

*) Sarworo Soeprapto,  peminat

masalah sosial dan kebudayaan.

Menuju Masjid Ramah Difabel

Sarworo Soeprapto

Besok, DIY mulai vaksinasi anak 6-11

tahun.

-- ’Herd immunity’ harus segera ter-

wujud.

***

Tahun baru, wifi Malioboro dimatikan.

-- Perlu ditiru pusat keramaian lain.

***

Ratusan lurah geruduk DPRD

Gunungkidul.

-- Aspirasi harus diperjuangkan.

Manusia Silver dan Inkonsistensi Penerapan Perda

DALAM sebuah perjalanan di

Yogyakarta, penulis mengajak teman

perjalanan untuk mampir salat di se-

buah masjid. Teman saya ini seorang di-

fabel, yang menggunakan kursi roda

untuk beraktivitas sehari-hari. Penulis

terkejut ketika ia menolak untuk mam-

pir ke masjid tersebut. Menurutnya, itu

termasuk masjid yang tidak ramah di-

fabel. Saya benar-benar terkejut de-

ngan jawabannya.

Teman tersebut kemudian mengajak

mampir di masjid yang ramah difa-

bel. Saking sedikitnya masjid

ramah difabel, ia sampai hafal di

mana saja masjid yang welcome ter-

hadap orang seperti dirinya.

Ternyata ada sangat banyak masjid

yang tidak ramah difabel. Seakan

yang boleh ke masjid hanyalah

mereka yang memiliki fisik lengkap

dan ‘normal’ saja.

Sesampai di masjid yang ditun-

jukkan, kami berhenti menepi.

Dengan cekatan sahabat tersebut

mengayuh kursi rodanya menuju

toilet, tempat wudhu, dan ruang

utama masjid. Ia merasa nyaman

dengan masjid seperti itu.

Difabel dan Disabilitas

Sebenarnya, siapakah yang di-

maksud difabel? Kata difabel ber-

asal Bahasa Inggris,different ability,

yang memiliki makna ‘kemampuan

berbeda’. Berbeda ketika dibandingkan

dengan orang kebanyakan dalam men-

jalankan aktivitas. Difabel belum tentu

mengalami cacat atau disabled.

Sedangkan istilah disabilitas atau dis-

ability berarti kehilangan kemampuan

atau cacat. Penyandang disabilitas

adalah orang yang memiliki keter-

batasan fisik, mental, intelektual atau

sensorik dalam jangka waktu lama.

Dalam terminologi perundangan, isti-

lah disabilitas sering digunakan untuk

menggantikan kata cacat. Misalnya da-

lam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia, UU Nomor 11

Tahun 2009 tentang Kesejahteraan

Sosial, UU Nomor 4 Tahun 1997 ten-

tang Penyandang Cacat, dan UU No-

mor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang

Disabilitas. Istilah difabel biasa digu-

nakan untuk percakapan atau kosa ka-

ta sehari-hari, karena lebih halus dan

sopan daripada disabilitas.

Pasal 41 ayat (2) UU Nomor 39 Ta-

hun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

mengatur bahwa setiap penyandang ca-

cat/disabilitas, orang yang berusia lan-

jut, wanita hamil, dan anak-anak,

berhak memperoleh kemudahan dan

perlakuan khusus. Berdasarkan hal

tersebut maka penyandang cacat/dis-

abilitas berhak atas penyediaan sarana

aksesibilitas yang menunjang ke-

mandiriannya, kesamaan kesempatan

dalam pendidikan, kesamaan kesem-

patan dalam ketenagakerjaan, rehabili-

tasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan

taraf kesejahteraan sosial.

Tidak Manusiawi

Ada kisah lain. Seseorang mengusul-

kan desain masjid agar ramah difabel,

saat memulai proses pembangunan

masjid di kampungnya. Namun usu-

lannya ditolak panitia pembangunan,

dan tak ada yang mendukung ide terse-

but. Alasan penolakannya karena tidak

warga kampung yang difabel.

Sebuah alasan yang sungguh tidak

manusiawi. Pertama, bukankah masjid

tidak pernah pilih kasih – bahwa

masjid hanya boleh digunakan untuk

warga kampung saja? Bukankah

masjid itu rumah Allah –untuk semua

hamba yang beriman kepadaNya?

Meskipun di kampung itu tidak ada

difabel, namun jika ada tamu atau

pendatang yang ingin shalat di

masjid tersebut, apakah tidak diper-

bolehkan? Jika tamu atau pen-

datang tersebut difabel, apakah ti-

dak diperkenankan?

Kedua, tak ada satupun manusia

menghendaki dirinya mengalami

disabilitas. Namun terkadang kon-

disinya tidak bisa memilih.

Bagaimana dengan anak-anak yang

lahir dalam kondisi tidak lengkap

anggota tubuhnya? Bukankah ia ti-

dak bisa memilih?

Sudah selayaknya setiap masjid

berusaha menuju kondisi ramah di-

fabel. Berikan keleluasaan kepada

semua hamba Allah yang beriman

untuk bisa beribadah dengan nya-

man di masjid. Termasuk kaum di-

fabel. Bukankah kita tidak mau jika di-

minta menggantikan posisi difabel

mereka?  ❑

*) Cahyadi Takariawan, Takmir

Masjid Al-Ghozali Yogyakarta

Cahyadi Takariawan
Kotak Amal di Masjid

ADA kabar menarik dari Timur

Tengah. Pada November lalu,

Kementerian Wakaf Mesir mengeluar-

kan keputusan meniadakan kotak amal

atau kotak infak di masjid-masjid di selu-

ruh negeri. Menteri Wakaf Mesir

Muhammad Mukhtar Gomaa melarang

memungut uang, donasi atau bantuan

tunai di masjid dengan alasan apapun.

Melarang keras menempatkan kotak

sumbangan di dalam atau di luar masjid

dari pihak atau individu manapun.

Kepala Sektor Keagamaan di

Kementerian Wakaf, Hisham Abdel

Aziz, kepada media menjelaskan, tu-

juan meniadakan kotal amal dari

masjid-masjid untuk mencapai tingkat

transparansi tertinggi. Keputusan ini

bukan berarti melarang donasi,

melainkan melegalkan proses peng-

galangan dana. Kementerian Wakaf

memiliki dua rekening yang menerima

sumbangan. Masyarakat tetap dapat

berpartisipasi dalam pengembangan

masjid, dengan menyalurkannya

melalui dua rekening yang disediakan

Kementerian Wakaf Mesir.  Langkah ini

dilakukan mengingat digitalisasi ke-

uangan dan inklusi keuangan.

Ada pelajaran yang bisa kita ambil

dari kebijakan pemerintah Mesir. Seti-

daknya, di era perkembangan teknologi

informasi yang sangat cepat ini, sudah

seharusnya kalau masjid-masjid di

Indonesia juga mulai melakukan digital-

isasi keuangan. Dalam penggalangan

donasi, tidak hanya mengandalkan ko-

tak amal/infak saja, tetapi juga meman-

faatkan layanan perbankan, yaitu QRIS,

yang saat ini sedang gencar dilakukan

oleh Dewan Masjid Indonesia (DMI).

Untuk meninggalkan kotak infak tam-

paknya belum memungkinkan. Sebab,

mayoritas jemaah, khususnya

pedesaan, umumnya belum familier de-

ngan pembayaran digital. Mereka

masih terbiasa melakukan transaksi

konvensional, sehingga ketika berinfak

ke masjid pun membawa uang tunai.

Jadi, di masjid-masjid masih perlu di-

pasang kotak amal yang hasilnya untuk

membiayai operasional masjid dan

mengembangannya, meski kadang kita

masih sering mendengar adanya kasus

pencurian kotak infak.

Namun begitu, alangkah baiknya

kalau selain kotak infak masjid-masjid

juga mulai memanfaatkan jasa layanan

digital perbankan dengan memiliki bar-

code QRIS. Dengan begitu, umat Islam

yang sudah memiliki mobile banking

atau layanan pembayaran digital lain di

gadgetnya, ketika akan berinfak tinggal

melakukan scan barcode tersebut. Kita

positif thinking, dengan metode ini infak

yang diberikan tidak hanya Rp 100, Rp

200, Rp 500, Rp 1.000, atau Rp 2.000,

seperti yang sering ditemukan di kotak-

kotak infak, sehingga hasil penggalan-

gan lebih banyak.

Lebih dari itu, kalau barcode QRIS

lantas dipubklikasikan secara luas, mi-

salnya melalui berbagai media sosial,

blog, atau website masjid atau organisa-

si lain, maka potensi donaturnya bukan

hanya mereka yang aktif berjemaah di

masjid tersebut, namun bisa dari mana

saja, di dalam maupun luar negeri. Jadi

bisa dikatakan jangkauannya sangat lu-

as dan hasilnyapun diharapkan tidak

terbatas banyaknya.

Sedang yang tidak kalah penting, de-

ngan menggunakan jasa perbankan

maka bisa dijamin transparansinya.

Karena setiap transaksi pasti terdata se-

cara detail, baik nominalnya, maupun

waktunya. Setiap ada uang masuk juga

ada  notifikasi. Dengan begitu pen-

gawasannya mudah dan potensi ter-

jadinya korupsi bisa dihindari. Kalau

dibutuhkan pihak perbankan pasti

bersedia mencetakkan rekening koran,

yang isinya menampilkan semua

transaksi secara detail dan akurat.

Bagi mayoritas masjid dan mushola

di Indonesia, infak masih dianggap pen-

ting. Karena menjadi sumber pendapat-

an utama untuk membiayai operasional,

berbagai kegiatan, dan pengembangan

tempat ibadah tersebut. Di sisi lain, se-

tiap umat Islam dianjurkan untuk selalu

berinfak dan bersedekah. Karena

banyak hikmah dari mengeluarkan infak

dan sedekah, selain mendapatkan pa-

hala juga bisa menghindarkan balak

atau petaka. Kedua aspek ini kiranya

bisa dipadukan sehingga dapat dilak-

sanakan secara mudah.  ❑

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih

partisipasinya dalam menulis dan mengi-

rimkan artikel untuk SKH Kedaulatan

Rakyat. Selanjutnya redaksi hanya me-

nerima tulisan lewat email :

opinikr@gmail.com dengan panjang

tulisan antara 535  - 575 kata, dengan

mengisi subjek mengenai isu yang ditulis

serta jangan lupa menampilkan fotocopy

identitas. Terimakasih. 
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Refleksi Hari Ibu FDK
SETIAP tahun, kita memperingati Hari

Ibu, sosok manusia yang meneruskan

perjalanan manusia untuk selalu eksis di

muka bumi ini. Dalam perjalanannya,

sosok ibu selalu menjadi sorotan karena

selain menjadi ibu sebagai penerus per-

jalanan manusia, ia sangat dibutuhkan

untuk eksis dalam bidang kehidupan

yang lain, baik sebagai mahluk sosial

maupun beraktivitas di dunia publik se-

cara eksis.

Peringatan Hari Ibu kali ini menjadi

penting untuk kita melakukan refleksi

perjuangan ibu dalam dua ranah privat

dan publik. Sudah banyak ibu yang

melakukan peran sebagai pimpinan di

ranah publik dan dengan kesung-

guhannya mampu menyeimbangkan

peran-peran penting itu.

Pada sisi lain sekarang muncul ke-

sadaran baru dari pihak laki-laki sebagai

ayah dan merupakan sebuah kebu-

tuhan bersama dalam membersamai

anak. Tidak hanya bisa dilakukan oleh

perempuan tapi juga laki-laki untuk

mempertahankan keutuhan keluarga.

Maka dari itu, Fakultas Dakwah dan

Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta menghadirkan kepada ma-

syarakat untuk mengetahui peran ibu da-

lam keluarga dan di dunia publik dengan

menggelar webinar nasional bertema

ÔMerajut Peran Domestik dan Publik

PerempuanÕ pada Jumat, 17 Desember

2021 melalui zoom meeting.

Pada dialog tersebut akan meng-

hadirkan narasumber seperti Dr Hj

Kustini Sri Purnomo (Bupati Sleman) Dr

Hj Maria Ulfah MA (KOMNAS

Perempuan), Prof Dr Phil Al Makin MA

(Rektor UIN Sunan Kalijaga), Prof Dr Hj

Marhumah MPd (Dekan Fakultas

Dakwah Dan Komunikasi), Dr RoÕfah Al

Makin PhD (Dosen Prodi IKS Fakultas

Dakwah Dan Komunikasi), Siti Nur

Hidayah MA (Mahasiswa Australia

University), Sinung Ristandy MSi (Dosen

Prodi KPI Fakultas Dakwah Dan

Komunikasi).

Bagi masyarakat luas kegiatan ini

menjadi penting dan menarik, karena

bagaimana strategi efektif bagi perem-

puan yang berada di level Top kepemim-

pinan, bagaimana advokasi tentang pe-

ran bapak rumah tangga kepada laki-la-

ki, serta refleksi dan penguatan pada

perempuan yang berkarir di domistik dan

publik.

Kegiatan ini gratis dan terbuka untuk

masyarakat umum, bagi yang berminat

silakan mendaftarkan diri melalui link

http://tiny.cc/hariibudifdk atau meng-

hubungi narahubung Khabib

(085729795159-WA/085336193315).

Bagi peserta akan mendapat e-sertifikat.

*) Khabiburrohman, Staff Fakultas

Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan

Kalijaga Yogya.


